SALINAN

WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 06 TAHUN 2006
TENTANG
PEMOTONGAN TERNAK BERTANDUK BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah
Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemotongan
Ternak Bertanduk Betina Produktif dipandang sudah
tidak sesuai, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemotongan
Ternak Bertanduk Betina Produktif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4535)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar
Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3244);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2006
tentang Pemotongan Ternak Bertanduk Betina Produktif
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2006 Nomor 3/E);

10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);

11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun
Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Madiun Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 06

TAHUN 2006 TENTANG PEMOTONGAN TERNAK
BERTANDUK BETINA PRODUKTIF.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun
Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemotongan Ternak Bertanduk
Betina Produktif (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2006
Nomor 3/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka S diubah, sehingga

secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

3. Walikota adalah Walikota Madiun.

4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

S. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kota Madiun.

6. Petugas berwenang adalah dokter hewan yang
berwenang atau petugas lain yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada dokter hewan yang
berwenang.

7. Hewan besar adalah sapi dan kerbau.

8. Ternak  bertanduk  betina  produktif adalah
sapi/kerbau betina yang masih dapat dimanfaatkan
sebagai bibit ternak.

9. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat
RPH adalah suatu lembaga untuk melaksanakan

kegiatan pemotongan hewan.
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10. Pemotongan Hewan adalah menyembelih hewan dan
segala perbuatan yang nyata-nyata harus dianggap
sebagai persiapan langsung ditujukan untuk
menyembelih dan tindakan-tindakan selanjutnya
terhadap hewan yang disembelih.

11. Pemeriksaan adalah pemeriksaan ternak sebelum
dipotong, pemeriksaan sesudah dipotong dan
pemeriksaan Daging Ulang.

12. Petugas Pemeriksa adalah orang yang ditunjuk oleh
Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai
Pemeriksa Hewan Ternak.

13. Badan dan/atau Badan Hukum adalah sekumpulan
orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha

tetap, dan bentuk Badan lainnya.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 secara

keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pelaksanaan pemeriksaan ternak betina produktif

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3,

Walikota mendelegasikan wewenangnya kepada Kepala

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 1 Maret 2018

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkandi MADIUN
pada tanggal 1 Maret 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd
RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 1/D

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

[=] 35y [m]
=

Ika Puspitaria, S.H., M.M.

Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
38-4/2018
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